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KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI SULAWESI TENGAH 

 
 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI SULAWESI TENGAH 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi 

Tengah tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 

Anggaran 2023; 

  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

SALINAN 
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  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6109); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 1153); 

  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 
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Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); 

  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236); 

  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

SULAWESI TENGAH TENTANG SATUAN TUGAS 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 

2023. 

KESATU  : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 

Anggaran 2023. 

KEDUA  : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 

Anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 
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KETIGA  : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Palu 

pada tanggal 3 Januari 2023 

 

 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI SULAWESI TENGAH, 
 

ttd. 

 

NISBAH 



LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

PROVINSI SULAWESI TENGAH 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN 

SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 

2023 

 

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

 

NO NAMA 
JABATAN DALAM 

DINAS 

JABATAN DALAM 

TIM 

(1) (2) (3) (4) 

1 NISBAH 

KETUA KPU 

PROVINSI 

SULAWESI TENGAH 

PENGARAH 

2 NAHARUDDIN 

ANGGOTA KPU 

PROVINSI 

SULAWESI TENGAH 

PENGARAH 

3 MOHAMMAD TAUFIQ 

SEKRETARIS KPU 

PROVINSI 

SULAWESI TENGAH 

KETUA 

4 RIZAL JASMAN 
KEPALA BAGIAN 

HUKUM DAN SDM 
SEKRETARIS 

5 ADIROSALI SUJASMAN 

KEPALA 

SUBBAGIAN 

HUKUM 

BIDANG 

LINGKUNGAN 

PENGENDALIAN 

6 PASCAL ZAINUDDIN 
KEPALA 

SUBBAGIAN 

BIDANG 

PENILAIAN 
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KEUANGAN RESIKO 

7 CHERLY TRISNA ILYAS 

KEPALA 

SUBBAGIAN 

PARTISIPASI DAN 

HUMAS 

BIDANG 

INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI 

8 MOH. RIDHA ZULHAM 
KEPALA 

SUBBAGIAN SDM 

BIDANG 

PEMANTAUAN 

PENGENDALIAN 

INTERN 

9 SURIYANI M. AMRUDIN 

KEPALA 

SUBBAGIAN UMUM 

DAN LOGISTIK 

BIDANG 

KEGIATAN 

PENGENDALIAN 

 

       Ditetapkan di Palu 

       Pada tanggal 3 Januari 2023 

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI SULAWESI TENGAH, 

 

ttd. 

 

NISBAH 
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